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PENGARUH DAU DAN PAD TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI| DENGAN
BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

Manggar Wulan Kusuma
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Y ogyakarta
manggarwulan@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah dapat
mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan menggunakan variabel belanja
modal sebagai variabel intervening. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provins Sulawesi Selatan tahun 2006 sampai dengan tahun
2013. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian
menunjukkan bahwa 1) Dana alokasi umum berpengaruh negatif terhadap belanja modal; 2) Pendapatan adli
daerah berpengaruh positif terhadap belanja modal; 3) Belanja modal berpengaruh negatif terhadap
pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: DAU, PAD, BelanjaModal, Pertumbuhan Ekonomi

THE EFFECT OF DAU AND PAD TOWARDS ECONOMIC GROWTH USING
CAPITAL EXPENDITURE ASINTERVENING VARIABLE

ABSTRACT

This study aims to determine whether the general allocation funds and local revenue can
affect economic growth in South Sulawesi Province by using capital expenditure as an
intervening variable. The data source used is secondary data in the form of financial report
of local government of regency/city in South Sulawes Province in 2006 until 2013. Data
analysis technique used is Partial Least Square (PLS) analysis. The result of the research
shows that 1) General allocation fund has negative effect to capital expenditure; 2) Original
revenue of the region has a positive effect on capital expenditure; 3) Capital expenditure
negatively affects economic growth.

Keywords: DAU, PAD, Capital Expenditure, Economic Growth

PENDAHUL UAN
Berlakunya Undang-Undang No. 32 dan
No. 33 Tahun 2004 menandai pelaksanaan

otonomi daerah di Indonesia Kedua

Daerah diberikan
kewenangan yang lebih luas untuk mengelola

potens yang dimiliki.

pemerintahan dan keuangan daerahnya sendiri.
Dengan adanya kewenangan otonomi yang
ketentuan perundangan ini  memberikan lebih luas, pemerintah daerah memiliki
kesempatan yang sangat luas kepada

kewgjiban untuk dapat  meningkatkan

pemerinahan daerah, baik dalam pengalihan
maupun optimalisas pemanfaatan berbagai

pelayanan dan kesgjahteraan masyarakatnya
secara merata, adil, dan berkesinambungan.
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Pemberian otonomi daerah berpengaruh
terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah
karena memberikan kebebasan  kepada
pemerintah daerah untuk membuat rencana
keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-
kebijakan yang dapat berpengaruh pada
kemagjuan daerahnya.

Subsidi  atau transfer dari tingkat
pemerintah pusat berupa dana perimbangan
merupakan sumber penerimaan tambahan bagi
pemerintah daerah. Fisher (1996) berpendapat
bahwa transfer antarpemerintah merupakan
fenomena umum yang terjadi di semua negara
di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya.
Dana perimbangan adalah dana yang
bersumber dari pendapatan APBN yang
didokasikan kepada daerah untuk mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan
desentralisasi. Perimbangan keuangan antara
pusat dan daerah dilakukan melalui dana
perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi
Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi
Hasil. Dana Alokasi Umum merupakan salah
satu sumber pembiayaan untuk belanja modal
guna pengadaan sarana dan prasarana dalam
rangka pemberian pelayanan publik yang baik
dari pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Dengan bertambahnya kewenangan dan
tanggungjawab  pemerintah  daerah  dan
anggaran daerah yang semakin besar guna
membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, maka perlu digai sumber-
sumber penerimaan daerah. Sumber-sumber
penerimaan daerah berasal dari daerah itu
sendiri dan bantuan beupa transfer dari
pemerintah pusat. Sumber pembiayaan utama
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pemerintahan dan pembangunan daerah
berasal dari kemandirian daerah yang
bersumber dari Pendapatan Adi Daerah
(PAD). Oleh sebab itu jeladah bahwa
besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
menjadi salah satu indikator penting dari
kewenangan keuangan daerah. PAD menjadi
sumber pembiayaan untuk anggaran belanja
modal. PAD didapatkan dari iuran langsung
dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan
lain sebagainya. Pendapatan Adi Daerah
(PAD) addah sdah satu sumber dana
pembiayaan pembangunan daerah pada
kenyataannya belum cukup memberikan
sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini
mengharuskan pemerintah daerah menggali
dan meningkatkan pendapatan daerah terutama
sumber pendapatan asli daerah. Daam upaya
memperbesar peran pemerintah daerah dalam
pembangunan, pemerintah daerah dituntut
untuk lebih mandiri daam membiaya
kegiatan operasional rumah tangganya.
Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa
pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan
dengan belanja daerah, karena adanya saling
terkait dan merupakan satu alokas anggaran
yang disusun dan dibuat untuk melancarkan
roda pemerintahan daerah.

Dalam rangka untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, pemerintah daerah
akan meningkatkan pembangunan daerah
dengan cara memperbaiki atau menambah
fasilitas umum bagi masyarakat. Belanja
infrastruktur termasuk dalam bagian belanja
modal pemerintah, yaitu pengeluaran anggaran
untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya
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yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Saragih (2003) juga berpendapat
bahwa pemanfaatan belanja hendaknya
didokasikan untuk ha-hal produktif, misa
dilakukan  untuk  melakukan  aktivitas
pembangunan.  Tanggungjawab pemerintah
kepada prinsipa  adaah
pelayanan publik yang baik kepada

memberikan

masyarakat melalui anggaran belanja modal,
karena masyarakat telah memberikan sebagian
uangnya kepada pemerintah daerah.

Selain Provins Bali, Provins Sulawes
Selatan memiliki daya tarik wisata tersendiri
bagi parawisatawan. Beberapa tahun terakhir,
banyak wisatawan yang sudah ramai
mengunjungi Provins Sulawesi Selatan. Di
Kabupaten Selayar yang memiliki keindahan
wisata alamnya, memikat para wisatawan baik
wisatawan asing maupun lokal. Selain itu,
Kota Makassar juga merupakan daerah wisata
yang memiliki daya tarik tersendiri bagi para
wisatawan. Kabupaten Tanah Torga yang
kaya akan budaya juga berhasil memikat para
wisatawan. Dengan meningkatnya pariwisata
di Provins Sulawes Selatan, pendapatan adli
daerah di provins ini pasti akan meningkat.
Perekonomian masyarakatnya juga mulai
meningkat sehingga akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Provins Sulawes
Selatan. Berdasarkan aasan inilah, penelitian
ini ingin mengetahui bagaimana pengaruh
Dana Alokas Umum dan Pendapatan Adli
Dagrah terhadap Pertumbuhan Ekonomi
dengan Belanja Moda sebagai variabe

intervening.

Eisenhardt (1989) mengatakan bahwa
dalam penyelesaian dua masalah yang dapat
terjadi dalam hubungan suatu organisasi
berkaitan dengan teori keagenan. Teori yang
menjelaskan hubungan prinsipal dan agen ini
sdah satunya berakar pada teori ekonomi,
sosiologi dan teori organisas. Hubungan
prinsipal-agen terjadi apabila tindakan yang
dilakukan seseorang memiliki dampak pada
orang lain atau ketika seseorang sangat
tergantung pada tindakan orang lain (Stiglitz,
1987). Menurut Lane (2003) teori keagenan
dapat diterapkan dalam organisas publik. la
berpendapat bahwa negara demokrasi modern
didasarkan pada serangkaian hubungan
prinsipal dan agen (Lane, 2003). Lane (2003)
menyatakan bahwa rerangka hubungan
prinsipal agen merupakan suatu pendekatan
yang sangat penting untuk menganaisis
komitmen-komitmen kebijakan publik. Di
dalam pemerintahan terdapat suatu keterkaitan
dalam kesepakatan-kesepakatan prinsipal-agen
yang dapat ditelusuri melalui proses anggaran
antara: pemilih-legidatur, legidatur-
pemerintah, menteri  keuangan-pengguna
anggaran, perdana menteri-birokrat, dan
pejabat-pemberi pelayanan.

Menurut Halim (2002), Dana Alokas
Umum (DAU) adadah dana yang berasa dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) yang dialokasikan dengan tujuan
pemerataan kemampuan keuangan daerah
untuk membiaya kebutuhan pengeluarannya
dalam rangka pel aksanaan desentralisasi. Dari
penjelasan tersebut terlihat bahwa DAU

memiliki jumlah yang sangat signifikan
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sehingga  semua  pemerintah daerah
menjadikannya sebagai sumber penerimaan
terpenting dalam anggaran penerimaannya
dalam APBN. Oleh karena itu, DAU dapat
dilihat sebagai respon pemerintah terhadap
aspiras daerah untuk mendapatkan sebagian
pengendalian yang lebih besar terhadap
keuangan negara. Tujuan DAU adaah untuk
mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara
pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal
antar pemerintah daerah karena
ketidakmerataan sumber daya yang ada pada
masing-masing daerah. Dana transfer ini
sangat efektif digunakan sebagai sarana
mencapal sasaran di berbagai sektor tertentu,
seperti kesehatan,

infrastruktur dasar. Kebijakan perimbangan

pendidikan, dan

keuangan mempunyai implikasi terhadap
semakin besarnya kesenjangan kemampuan
keuangan antar daerah, khususnya karena
kebijakan pembagian penerimaan sumber daya
aam yang hanya diperoleh oleh beberapa
daerah. Pengaturan DAU diarahkan untuk
mengurangi kesenjangan tersebut, yang berarti
daerah yang memiliki kemampuan keuangan
yang relatif besar akan memperoleh DAU
yang relatif kecil demikian pula sebaiknya
Menurut Peraturan Pemerintah  No0.104
Th.2000 Pasal 15, disebutkan bahwa
penggunaan DAU tersebut bertujuan untuk
pemerataan kemampuan keuangan daerah
dalam rangka penyediaan pelayanan dasar
pada masyarakat. DAU diberikan Pemerintah
masalah
imbalance, yaitu untuk

untuk  mengatas horizontal
menjamin

keseimbangan sumber-sumber aokas antar
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unit-unit pemerintah pada tingkat pemerintah
yang sama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksud
dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak
daerah yang diakui sebagai penambahan nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
yang bersangkutan.Berdasarkan UU Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pusat dan Daerah Pasa 1, Pendapatan
Adi Daerah (PAD) adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan
peraturan daerah sesua dengan peraturan
perundang-undangan. Menurut Mardiasmo
(2002), Pendapatan Adi Daerah adalah
penerimaan daerah dari sektor pgjak daerah,
retribusi daerah, hasil perusahaan milik
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Adi
Daerah. Pendapatan Adi Daerah terdiri dari
paiak daerah, retribus daerah, hasil
pengel olaan kekayaan daerah yang dipisahkan,
dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
Daerah yang mempunyai sarana dan prasara
yang memadai dapat menarik investor untuk
menanamkan modalnya pada daerah tersebut,
sehingga akan menambah PAD.

Belanja Moda merupakan salah satu
jenis Belanja Langsung dalam APBN/APBD.
Menurut Erlina dan Rasdianto (2013) Belanja
Modal adalah pengeluaran anggaran untuk aset
tetap berwujud yang memberi manfaat lebih
dari satu periode akuntansi. Besaran nila
pembelian/pengadaan atau pembangunan aset
tetap berwujud dianggarkan ddam beanja
modal hanya sebesar harga beli/bangun aset
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(Permendagri 13 Tahun 2006). Belanja Modal
merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang
manfaatnya melebihi 1 tahun anggaran dan
akan menambah aset atau kekayaan daerah dan
sdanjutnya akan menambah beanja yang
bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada
kelompok belanja administras umum (Halim,

2004). Belanja Moda adalah belanja yang

dilakukan pemerintah yang menghasilkan

aktiva tetap tertentu (Nordiawan,2006). Dewi

(2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan

bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembentukan modal
yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris
yang memberikan manfaat lebih dari satu
periode akuntansi,termasuk didalamnya adalah
pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang
sfatnya mempertahankan atau menambah
masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan
kuditas aset. Sumber-sumber penerimaan
daerah (UU Nomor 33 Tahun 2004) yang
dapat digunakan sebagai sumber pendaaan

Belanja Daerah berasa dari Pendapatan

Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah

bersumber dari:

a. Pendapatan Adli Daerah (PAD) yaitu: Pgak
Daerah, Retribusi Daerah, Hasil
pengelolaan  kekayaan daerah  yang
dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah.

b. Dana Perimbangan yaitu: Dana Bagi Hasil,
Dana Alokass Umum, dan Dana Alokas
Khusus.

¢. Lain-Lan pendapatan yang sah yaitu: Hasl
Penjualan kekayaan Daerah yang tidak
dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan bunga,
Keuntungan sdish nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing, dan Komis,
potongan, ataupun bentuk lain sebagal
akibat dari penjudan dan/atau pengadaan
barang dan/atau jasa oleh Daerah.

Secara teori, terdapat dua pendekatan
yang berbeda dalam fungs belanja, yaitu
pendekatan “pengeluaran” dan pendekatan
“pendapatan”. Menurut pendekatan
“pengeluaran”, kewenangan sebagai tanggung
jawab antar tingkat pemerintahan dirancang
sedemikian rupa agar tidak sdling timpang
tindih. Pendelegasian ditentukan berdasarkan
kriteria yang bersifat obyektif, seperti tingkat
lokaitas dampak dari fungs tertentu,
pertimbangan keseragaman kebijakan dan
penyelenggaraan, kemampuan teknik dan
mangeriad  pada umumnya, pertimbangan
faktor-faktor luar yang berkaitan dengan
kewilayahan, efiens dan skala ekonomi,
sedangkan menurut pendekatan “pendapatan” ,
sumber pendapatan publik dialokasikan antar
berbagai tingkat pemerintah yang merupakan
hasil dari tawar-menawar politik. Pertukaran
politik ~ sangat  mempengaruhi dalam
pengaokasian sumber dana antar tingkat
pemerintahan. Selanjutnya, meskipun
pertimbangan prinsip di atas relevan, namun
kemampuan daerah mengjadi pertimbangan
yang utama.

Kemguan ekonomi suatu daerah
menunjukkan keberhasilan suatu
pembangunan meskipun bukan merupakan
satu-satunya indikator keberhasilan
pembangunan (Todaro:2006). Segak lama
ahli-ahli ekonomi telah menganalisis faktor-

faktor penting  yang mempengaruhi
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pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kepada
pertumbuhan  ekonomi  yang  berlaku
diberbagai negara dapat dismpulkan bahwa
faktor utama yang mempengaruhi
pertumbuhan dan pembangunan suatu negara
adalah: kekayaan sumber daya aam dan
tanahnya, jumlah dan mutu tenaga kerja,
barang-barang moda yang tersedia, tingkat
teknologi yang digunakan dan sistem sosial
dan sikap masyarakat. Teori Pertumbuhan
Ekonomi Simon Kuznets mendefinisikan
pertumbuhan ekonomi sebagal peningkatan
kemampuan suatu negara untuk bisa
menyediakan barang-barang ekonomi bagi
penduduknya (Djojohadikusumo, 1994:53).
Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu
indikator yang amat penting dalam melakukan
andlisis tentang pembangunan ekonomi yang
terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan
ekonomi menunjukkan sgjauh mana aktivitas
perekomian akan menghasilkan tambahan
pendapatan masyarakat pada suatu periode
tertentu. Karena pada dasarnya aktivitas
perekonomian adalah suatu proses penggunaan
faktor-faktor produksi untuk menghasilkan
output, maka proses ini pada gilirannya akan
menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap
faktor produks yang dimiliki oleh masyarakat.
Dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka
diharapkan pendapatan masyarakat sebaga
pemilik faktor produks juga akan meningkat

Pengembangan Hipotesis

Sgjak  diterapkannya  desentralisas
fiskal, pemerintah pusat mengharapkan
pemerintah daerah dapat mengelola sumber
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daya yang dimilikinnya sehingga tidak hanya
mengandalkan Dana Alokas Umum dari
Menurut Sidik (2002),
berdasarkan hasil dari penelitiannya di

pemerintah pusat.

beberapa daerah peran Dana Alokas Umum
sangat signifikan karena kebijakan belanja
daerah lebih di dominas oleh jumlah DAU
daripada Pendapatan Adli Daerah. Dengan
memberikan Dana Alokas Umum pada
pemerintah daerah, pemerintah pusat berharap
Dana Alokas Umum tersebut bisa
dialokaskan secara bijak oleh pemerintah
daerah karena tidak sedlamanya Pemerintah
Pusat bisa mengawas kinerja pemerintah
daerahnya. Hal ini sesuai dengan prinsip teori
keagenan yang dikemukakan oleh Eisenhardt
(1989), bahwa sebenarnya sulit bagi pihak
prinspal  yaitu pemerintah pusat  untuk
memverifikasi apa yang dilakukan pihak agen
yaitu Pemerintah Daerah sudah tepat atau
belum. Selain itu, Menurut Agency Theory,
hubungan kontraktual antara agen
(masyarakat) dan prinsipa (pemerintah) dalam
konteks DAU dapat dilihat dari bagaimana
tanggung jawab pemerintah memberikan
pelayanan publik yang bak kepada
masyarakat meladui aokas belanja modal.
Pendlitian yang dilakukan oleh Darwanto dan
Yustikasari  (2007) dan Putro  (2009)
menunjukkan hasil bahwa variabel Dana
Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan
secara terhadap variabel belanjamodal. Hal ini
disebabkan karena dengan adanya transfer
DAU dari pemerintah pusat maka pemerintah
daerah bisa mengalokasikan pendapatannya
untuk membiayai belanja modal. Pendapat ini
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makin diperkuat dengan hasil pendlitian yang
dilakukan oleh Holtz-Eakin et al (1985) yang
membuktikan bahwa terdapat keterkaitan yang
sangat erat antara transfer dari Pemerintah
Pusat dengan Belanja Daerah.Berdasarkan
penjelasan tersebut maka dapat disusun
hipotesis pertama yaitu:
H1: Dana Alokas Umum Berpengaruh
Positif Terhadap Belanja Maodal

Infrastruktur dan sarana prasarana yang
ada di daerah akan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi daerah. Jika sarana dan
prasarana memadai maka masyarakat dapat
melakukan aktivitas sehari — harinya secara
aman dan nyaman yang akan berpengaruh
pada tingkat produktivitasnya yang semakin
meningkat, dan dengan adanya infrastruktur
yang memada akan menarik investor untuk
membuka ussha di daerah tersebut. Bila hal
ini disesuaikan dengan Teori Keagenan,
hubungan kontraktual antara pihak agen yaitu
masyarakat dan pihak prinsipal  yaitu
pemerintah daerah dalam konteks Pendapatan
Adli Daerah dapat dilihat dari kemampuan dan
tanggungjawab pemerintah daerah untuk
memberikan pelayanan publik yang terbaik
sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan
ekonomi daerah tersebut melalui alokas
beanja modal.
memiliki Pendapatan Adi Daerah yang lebih
banyak dibandingkan dengan Dana Alokas

Jika pemerintah daerah

Umum yang diberikan oleh pemerintah pusat,
pemerintah daerah diharapkan dapat Iebih
mandiri untuk membiayai belanja modalnya.
Peningkatan  Pendapatan  Adli  Daerah

diharapkan mampu memberikan efek yang

signifikan terhadap pengalokasian anggaran
belanja moda oleh pemerintah. Ha ini
dibuktikan oleh hasil penelitian yang
dilakukan oleh Darwanto dan Yustikasari
(2007) yaitu secara signifikan variabel
Pendapatan Adli Daerah berpengaruh secara
signifikan  terhadap  variabe Belanja
Modal.Aprizay et.al (2014) juga membuktikan
bahwa jika suatu daerah memiliki Pendapatan
Adli Daerah yang banyak maka bisa untuk
mendanai belanja  modal daerahnya.
Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat

disusun hipotesis kedua yaitu:

H2: Pendapatan Adi Daerah Berpengaruh
Positif Terhadap Belanja Modal
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah
dapat dicapai jika pemerintah daerahnya bijak
daam mengatur keuangan  daerahnya
Menurut Kuncoro (2004), pembangunan
sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah
berpengaruh  positif  pada  pertumbuhan
ekonomi suatu daerah. Jika suatu daerah
memiliki sarana dan prasarana yang baik,
maka bisa digunakan oleh masyarakat untuk
melakukan kegiatan ekonomi dengan aman
dan nyaman, dengan harapan dapat memacu
pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Jika
Pemerintah Daerah Provins Sulawes Selatan
mengalokasikan pemasukan daerahnya ke
belanja modal secara efektif, maka harapannya
belanja modal tersebut dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi di Provins Sulawes
Selatan. Lin dan Liu (2000) berpendapat
bahwa pemerintah perlu untuk meningkatkan

investas modal guna  meningkatkan

111



JRAMB, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, UMB Yogyakarta ISSN : 2460-1233
Volume 2 No. 1., Mei 2016

pertumbuhan ekonomi daerah.  Pendapat
tersebut didukung oleh hasil penelitian yang
dilakukan oleh Adi (2006) yaitu belanja moda
terhadap

Daam penelitian

mempunyai  pengaruh  positif
pertumbuhan ekonomi.
Hakim (2013) dan Saragih (2003) masing-

masing penelitiannya menunjukkan bahwa

sebenarnya belanja modal memiliki pengaruh
yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disusun

hipotesis ketiga yaitu:

H3: Belanja Modal Berpengaruh Positif
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Dana Alokasi
Umum
H1
BelanjaModal H3 Pertumbuhan
Ekonomi
Pendapatan %
Adli Daerah

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis

MODEL PENELITIAN

Dadam pendlitian ini, daerah yang
dijadikan objek penelitian adalah Provins
Sulawes Utara
terdiri dari 4 kota dan 11 kabupaten. Data
yang digunakan dalam pendlitian ini adaah
data sekunder yang diperoleh dari Direktorat

Provins Sulawes Utara

Jenderal  Anggaran Departemen Keuangan
berupa data Redisas APBD dari tahun 2006
sampai dengan tahun 2013, dan data PDRB
Provins Sulawes Utara

ANALISISDATA

Provins Sulawes Selatan terletak di 12’
— 8’ Lintang Selatan dan 116048 — 122036’
Bujur Timur yang dibatasi Sebelah Utara
Sulawesi Barat, Sebelah Timur Teluk Bone
dan Sulawes Tenggara, Sebelah Barat Selat

112

Makassar, Sebelah Selatan Laut Flores. Di
Provins Sulawess Sdatan terdapat 20
kabupaten dan 3 kota.

Berdasarkan Tabel 1 tampak bahwa
variabel Dana Alokas Umum memiliki rata-
rata untuk seluruh kabupaten/kota di Provins
Sulawesi Selatan per 7 tahun sebesar Rp
269.549.000.000, Dana Alokas Umum
tertinggi sebesar Rp 647.300.000.000 dimiliki
oleh Kota Makassar pada tahun 2009, dan
Dana Alokas Umum terendah sebesar Rp
611.000.000 dimiliki oleh Kota Makassar pada
tahun 2007. Untuk variabel Pendapatan Adli
Dagrah memiliki ratarata untuk seluruh
kabupaten/kota di Provins Sulawes Selatan
per 7 tahun sebesar Rp 41.284.000.000.
Pendapatan Adli Daerah tertinggi sebesar Rp
619.593.000.000 dimiliki oleh Kota Makassar
pada tahun 2013. Sedangkan Pendapatan Adli
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Daerah terendah sebesar Rp 8.853.000.000
dimiliki oleh Kabupaten Jeneponto pada tahun
2008. Rata-rata variabel Belanja Modal untuk
seluruh kabupaten/kota di Provins Sulawesi
Selalan per 7 tahun sebesar Rp
133.849.000.000. Belanja Modal tertinggi
sebesar Rp 419.033.000.000 dimiliki oleh

Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2009,
sedangkan Belanja Modal terendah sebesar Rp
17.393.000.000 dimiliki oleh Kabupaten
Soppeng pada tahun 2010. Untuk variabel
Pertumbuhan Ekonomi memiliki rata-rata
untuk seluruh kabupaten/kota di  Provins

Sulawes Selatan sebesar 6,88%.

Tabel 1.Hasil Analisis Deskriptif

Dana Alokas Umum  Pendapatan Adli Belanja Modal Pertumbuhan
(Rp.) Daerah (Rp.) (Rp.) Ekonomi (%)
Mean 269.549* 41.284* 133.849* 6,88
Maximum  647.300* 619.593* 419.033* 15,39
Minimum 611* 8.853* 17.393* - 6,62

Keterangan: *) Dalam jutaan rupiah

Analiss Induktif dengan Partial Least
Square (PLS)

Dengan menggunakan Partial Least
Sguare (PLS), andisis induktif pada penelitian
ini meliputi penelitian goodness of fit model
untuk

(inner  model), yang berfungs

mengetahui  kecocokan suatu mode  yang
digunakan dalam penditian ini dengan
menggunakan variabel dana alokas umum,
pendapatan adi daerah, belanja modal, dan
pertumbuhan  ekonomi. Hasil pengujian
goodness of fit model dapat dilihat pada tabel

berikut ini:

Tabel 2. Nilai goodness of fit model

APC = 0,298, P<0,001
ARS = 0,161, P=0,006

AVIF=1,166

Good if P<0,05
Good if P<0,05
Goodif <5

Sumber: Output (data diolah, 2017)

Berdasarkan hasil
Average Path Coefficient (APC) sebesar 0,298
dengan nilai P< 0,001, hal ini berarti nilai APC
signifikan ( P< 0,05). Hal ini membuktikan

bahwa variabel endogen dan eksogen memiliki

pengujian, nila

hubungan sebab &akibat yang baik secara
langsung maupun tidak langsung. Pada Tabel
2, nila Average R-squared (ARS) sebesar
0,161 dengan nilai P = 0,006. Nilai

0,161menunjukkan bahwa variabel pada
penelitian ini hanya mampu mempengaruhi
variabel dependen sebesar 16,1% dan 83,9%
dimiliki oleh variabel lain di luar model. Nilai
Average Variance Inflation Factor (AVIF)
sebesar 1,166 nilainya dibawah angka 5, ha
ini membuktikan bahwa pada model penelitian
ini tidak terjadi multikolinearitas.

Hasil Pengujian Hipotesis
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Tabel 3.Hasil Pengujian Hipotesis Menggunakan Partial Least Square (PLS)

No Hubungan Variabe Koefisien Jalur p-Values
1 DAU > BM -0,08 0,13

2 PAD - BM 0,42 <0,01*
3 BM -> PE -0,39 <0,01*

Keterangan: *) Signifikan karenanila p-vaue < 5%

ﬂij\\
{RMi )

ey

p=-0.39 X/ﬁ\ N
1
(Peot] T RM

R’=0.15

Gambar 2. Hasll Output PLS

Dana Alokas Umum Berpengaruh Negatif
Terhadap Belanja M odal

Hubungan variabel Dana Alokas
Umum dengan Variabel Belanja Moda pada
Tabel 3, menunjukkan nilai p-value sebesar
0,13 yang nilainya lebih besar dari taraf
signifikans yang ditentukan yaitu 5% atau
0,005. Hal ini berarti Dana Alokas Umum
memiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap Belanja Modal.
sebesar -0,08 (bertanda negatif) menunjukkan

Koefisien jaur

bahwa Dana Alokas Umum memiliki
pengaruh yang negatif terhadap belanja modal
di Provns Sulawes Selatan. Berdasarkan hal
di atas, maka dapat dismpulkan bahwa
hipotesis pertama pada penelitian ini ditolak.
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Hal ini berarti bahwa Dana Alokas Umum
tidek mempengaruni Belanja Modd di
Provins Sulawes Sdatan. Hasil pengujian
H1 bisa sgja menunjukkan hasil negatif,
karena Dana Alokas Umum yang dimiliki
oleh Provins Sulawes Selatan lebih banyak
didokaskan ke Beélanja Pegawai bukan ke
BelanjaModa nya.

Hasil pengujian ini mendukung hasil
penedlitian yang dilakukan oleh Wandira
(2013) bahwa dana aokas umum memiliki
pengaruh negatif terhadap beanja modal.
Berdasarkan teori keagenan, pihak prinsipal
yaitu Pemerintah Pusat percaya terhadap
kinerja pihak agen yaitu Pemerintah Daerah

dalam ha pengalokasian dana alokasi umum
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yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.
Menurut Eisenhardt (1989), sulit bagi pihak
prinsipal untuk mengawasi dan memverifikas
apa yang dilakukan agen sudah tepat atau
belum. Pemerintah Pusat tidak bisa
mengawasi secara langsung Pemerintah
Daerah di masing-masing provinsi yang ada di
Pulau Sulawes dalam pengalokasian dana

alokas umum di masing-masing daerahnya.

Pendapatan Adi Daerah Berpengaruh
Positif Terhadap Belanja Modal

Pada pengujian hipotesis kedua ini nilai
P-value sebesar <0,01, hal ini membuktikan
bahwa variabel Pendapatan Adi Daerah
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
variabel Belanja Modal.Hasil  pengujian
hipotesis kedua pada Tabel 3 menunjukkan
nilai koefisen jalur sebesar 0,42 (bertanda
positif), ha ini berarti variabel Pendapatan
Adli Daerah berpengaruh positif terhadap
variabel Belanja Modal. Berdasarkan hasil
pengujian tersebut maka dapat dismpulkan
bahwa hipotesis kedua pada penelitian ini
diterima, yaitu Pendapatan Adi Daerah
berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.
Hal ini berarti bahwa jika Pendapatan Adli
Dagrah di
meningkat maka dapat mendana Belanja
Modal Provins Sulawesi Selatan untuk

Provins Sulawes Selatan

memperbaiki atau menambah sarana dan
prasarana bagi masyarakatnya sehingga
Belanja Moda nya juga akan meningkat. Hasil
pengujian ini bisa dibuktikan dengan
meningkatnya Pendapatan Adi Daerah di

Proving Sulawesi Selatan karena bidang

pariwisata di proving ini sudah mula
berkembang. Selain Provins Bali, Provins
Sulawes Selatan memiliki daya tarik wisata
tersendiri yang saat ini banyak disenangi oleh
para wisatawan, seperti Kabupaten Selayar dan
Kabupaten TanahTorgja. Banyak wisatawan
yang mula mengunjungi Kabupaten Selayar
karena keindahan wisata damnya. Dengan
meningkatnya Pendapatan Adli Daerah, maka
dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah
Provins Sulawes Selatan untuk membiayai
Belanja Modalnya tanpa harus mengandalkan
dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga
diharapkan Pemerintah Daerah di Provins
Sulawesi Selatan dapat Iebih mandiri.

Hasil pengujian ini mendukung hasil
penelitian yang dilakukan oleh Mamunah
(2006) yang menunjukkan bahwa Pendapatan
Adi Daerah berpengaruh positif terhadap
belanja daerah. Selain itu, hasil pengujian H2
ini jJuga mendukung penelitian Darwanto dan
Yustikasari  (2007) yang membuktikan
pendapatan asli daerah memiliki pengaruh
positif terhadap BelanjaModa. Hd ini berarti
juga mendukung kesimpulan dari hasil
penelitian yang dilakukan oleh Aprizay et.al
(2014) vyaitu jika jumlah pendapatan adli
daerah besar maka bisa untuk mendanai
belanja moda nya.

Belanja Modal
Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berpengaruh  Negatif

Hasil pengujian hipotesis ketiga pada
Tabel 3 menunjukkan nilai P-Value <0,01
yang nilainya lebih kecil dari tingkat

signifikans: yang ditentukan yaitu 5% atau
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0,05. Besarnyanilai P-Valueini membuktikan
bahwa variabel Beanja Moda memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel
Pertumbuhan Ekonomi.Untuk nilai koefisien
jaur pada pengujian hipotesis ketiga
menunjukkan nilai sebesar -0,39 (negatif). Ha
ini berarti bahwa ternyata variabel Belanja
Moda memiliki pengaruh yang negatif
terhadap variabel Pertumbuhan
Ekonomi.Pengaruh yang negatif menunjukkan
jika Belanja Moda meningkat maka
Pertumbuhan Ekonomi di Provins Sulawesi
Selatan akan tetap rendah. Pengaruh yang
negatif ini  bisa sga terjadi, karena
Pertumbuhan masing-masing
Kabupaten/Kota di Provins Sulawesi Selatan
masih belum menyebar. Pengaruh yang negatif

Ekonomi

ini dapat juga dikarenakan adanya kebocoran
maupun penyimpangan dan penyalahgunaan
dana yang digunakan sebagai belanja moda
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Hasil pengujian ini mendukung hasil
penelitian yang dilakukan oleh Hamzah (2007)
yang menunjukkan bahwa belanja moda yang
digunakan untuk pembangunan memiliki
pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan
ekonomi. Hasil pengujian hipotesis ketiga ini
juga didukung oleh hasil anaisis deskriptif
yaitu rata-rata pertumbuhan ekonomi seluruh
kabupaten/kota di Provins Sulawes Selatan
masih sangat rendah, yaitu hanya 6,88%.

KESIMPULAN
Dana Alokas Umum berpengaruh
negatif terhadap Belanja Modal. Pengaruh

yang negatif ini menunjukkan bahwa Dana
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Alokas Umum di Provinsi Sulawesi Selatan
lebih banyak dialokaskan pada Belanja
Pegawai
Berdasarkan teori keagenan, pihak prinsipal
yaitu Pemerintah Pusat percaya terhadap

daripada Belanja  Modanya.

kinerja pihak agen yaitu Pemerintah Daerah
dadam ha pengaokasian dana aokas umum
yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Namun
menurut Eisenhardt (1989), sulit bagi pihak
prinsipal untuk mengawasi dan memverifikas
apa yang dilakukan agen sudah tepat atau
belum. Pemerintah Pusat tidak bisa
mengawasi secara langsung Pemerintah
Daerah di masing-masing provinsi yang ada di
Pulau Sulawes dalam pengaokasian dana
alokas umum di masing-masing daerahnya.

Pendapatan Adi Daerah berpengaruh
positif terhadap Belanja Modd. Hasi
pengujian ini bisa dibuktikan dengan
meningkatnya Pendapatan Adi Daerah di
Provins Sulawesi Selatan karena bidang
pariwisata di provinsg ini sudah mula
berkembang. Banyak wisatawan yang mulai
mengunjungi  Kabupaten Selayar karena
keindahan  wisata  adamnya Dengan
meningkatnya Pendapatan Adi Daerah, maka
dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah
Proving Sulawes Selatan untuk membiayai
Belanja Modalnya tanpa harus mengandalkan
dana transfer dari Pemerintah Pusat, sehingga
diharapkan Pemerintah Daerah di Provins
Sulawes Selatan dapat 1ebih mandiri.

Belanja Moda berpengaruh negatif
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Pengaruh
yang negatif ini bisa sga terjadi, karena
Pertumbuhan

Ekonomi masing-masing
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Kabupaten/Kota di Provins Sulawesi Selatan
masih belum menyebar dan dapat juga
dikarenakan adanya kebocoran maupun
penyimpangan dan penyalahgunaan dana yang
digunakan sebagal belanja moda untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil andisis dengan
menggunakan PLS, propors besarnya path
koefisen yang diperoleh masing-masing
variabel Dana Alokasi Umum dan Pendapatan
Adi Daerah ternyata nila koefisien jaur
variabel DAU lebih kecil dibandingkan nilai
koefisien jalur variabe PAD. Sehingga dapat
dikatakan bahwa pengaruh DAU terhadap
belanja modal lebih kuat daripada pengaruh
PAD terhadap belanjamoda Atau dengan kata
lain, Pemerintah Daerah Provins Sulawes
Selatan dalam dalam menetapkan kebijakan
belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU
yang diterima dibandingkan dengan PAD
daerahnya sendiri. Ini membuktikan adanya
flypaper effect dalam respon Pemda terhadap
DAU dan PAD.

Berdasarkan hasil pengujian hipotess,
P-value hubungan antara varidbd Dana
Alokass Umum dengan variabel Belanja
Modal menunjukkan hubungan yang tidak
signifikan.
antara variabel Pendapatan Adi Daerah

Sedangkan P-value hubungan

dengan variabel Belanja Moda menunjukkan
hubungan yang signifikan. Ha ini
menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal
tiddk mampu memediasi pengaruh Dana
Alokasi Umum dan Pendapatan Adli Daerah

terhadap pertumbuhan ekonomi di Provins
Sumatera Selatan.
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